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Abstract 
The government is currently focusing on the development of villages and remote areas this 
can be seen from the APBN 2018 which amount of budget for village funds amounting to 
Rp 60.0 T. With these funds are expected to grow and develop villages, so the village 
became the center of the national development equity movement. Funds that enter the 
village must be managed optimally and on target. The important thing in managing 
village finances is to make accountability reports on the use of funds received by the 
village government. The village government financial report is a means of accountability 
of village government that provides information on the performance and financial position 
of the village administration. Village government financial statements should reflect 
transparency and accountability so that the reports can be analyzed. The purpose of this 
study is to explain and describe the transparency, accountability of village government 
financial reporting seen from the systematic cycle of village financial management 
process. village government financial statements should be able to explain the 
performance of village governance so that it can be measured with predetermined 
standards. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang  
Desa merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pemerintahan Desa 
merupakan bentuk perwujudan dari 
pemerintahan  Otonomi daerah 
sebagaimana didefinisikan dalam 
undang-undang No. 23 tahun 2014. Desa 
merupakan bentuk pemerintahan yang  
paling bawah di dalam kerangka sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan  Republik 
Indonesian. Untuk pemerataan 
pembangunan, pemerintahan desa harus 
di tatakelola dengan baik. Sehingga desa 
menjadi pusat pembangunan. Pemerintah 
saat ini benar-benar fokus terhadap 
pembangunan desa hal ini bisa dilihat 
dengan adanya menteri yang khusus 
memperhatikan pembangunan desa. 
bahkan dalam APBN tahun 2018 untuk 
dana desa sebesar Rp 60 T.  
Dana akan mengalir kedesa-desa, 
sehingga dengan dana masuk kedesa 
harus memiliki dampak yang baik 
terhadap pemerataan pembangunan baik 
fisik dalam bentuk infrastruktur maupun 
non fisik dalam bentuk pembangunan 
sosial kemasyarakatan. Jika dana  yang 
digelontorlan pemerintah tidak 
dikendalikan secara baik akan timbul 
penyalahgunaan sehingga aparat desa 
dituntut untuk secara mandiri mampu 
mengelola keuangan desa, dan hal ini 
perlu di control oleh masyarakat desa.  
Laporan keuangan desa harus 
memberikan informasi mengenai 
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pertanggungjawaban pemerintah desa 
dalam melaksanakan pembangunan  
sehingga kinerja aparat bisa diukur 
dengan laporan keungan desa. Tatakelola 
keuangan yang baik menyangkut, 
tranparansi dan akuntabilitas terhadap 
sumberdana yang masuk serta 
penggunaan dana secara effiesien  dan 
tepat sasaran, serta menghasilkan sesuatu 
yang bermanfaat bagi masyarakat desa 
serta  meningkatkan tarap hidup 
masyarakat desa. Yang menjadi kendala 
saat ini bagaimana desa memberikan 
laporan keuangan desa yang terukur 
transparan dan akuntabel.  
Atas dasar itulah penulis tertarik 
terhadap, transparansi dan akuntabilitas 
dalam pelaporan keuangan desa. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Desa 
Menurut peraturan pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 “ Desa 
merupakan kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah dan 
berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Desa berada dibawah kecamatan 
tetapi kepala desa dipilih secara langsung 
oleh masyarakat desa, dalam sebuah 
demokrasi langsung, sehingga kepala 
desa bertanggung jawab kepada 
masyarakat secara lamgsung, sedangkan 
camat di tunjuk oleh bupati, maka 
hubungan kecamatan dengan desa 
sebatas bimbingan administratif 
kepemerintahan 
 
Pemerintahan Desa 
Pemerintahan desa terdiri dari:  
1. Pemerintah Desa 
Pemerintah desa, terdiri dari 
Kepala desa yang dipilih secara langsung 
oleh masyarakat desa, yang masa 
jabatannya selama 6 tahun dan bisa 
dipilih kembali selama 3 kali berturut-
turut.  
Perangkata desa, Perangkat desa 
dipilih langsung oleh kepala desa, dengan 
tujuan untuk membantu pekerjaan kepala 
desa guna mensukseskan program-
progran kepala desa. Perangkat desa 
terdiri dari : Sekretaris Desa, Kaur Tata 
usaha & Umum, Kaur Keuangan, Kaur 
Perecanaa, Kasi Pemerintahan, Kasi 
Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kepala 
Wilayah (Kepala Dusun), Seperti pada 
gambar berikut ini : 
 
Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 
2015 
Gambar 1 
Struktur Organisasi Tata Kelola 
Pemerintahan Desa 
 
2. Lembaga Permusyawaratan Desa 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
merupakan lembaga perwujudan 
demokrasi dalam penyelenggaraaan 
pemerintahan desa. BPD bisa 
dianggap sebagai "parlemen" desa. 
Anggota BPD merupakan wakil 
dari penduduk desa bersangkutan 
berdasar dari keterwakilan wilayah yang 
telah ditetapkan dengan cara musyawarah 
dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas 
Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, 
Golongan Profesi, Pemuka Agama dan 
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Tokoh atau Pemuka Masyarakat yang 
lain. 
Masa jabatan anggota BPD 
adalah 6 (enam) tahun serta bisa diangkat 
atau bisa diusulkan lagi untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan yang akan datang. 
Ketua BPD dipilih dari dan oleh 
anggota BPD secara langsung pada Rapat 
BPD yang  diadakan secara khusus. 
 
3. Lembaga Kemasyarakatan  
Lembaga-lembaga 
kemasyarakatan yang modern telah 
diperkenalkan kepada masyarakat di 
Desa, sejak UU No. 5/1979 dengan nama 
yang sama serta korporatis di seluruh 
Desa, seperti contohnya : 
1) Lembaga Ketahanan Masyarakat 
Desa (LKMD) 
2) Karang Taruna  
3) Dasawisma 
4) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) 
5) Perkumpulan Petani Pemakai Air 
(P3A) 
6) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun 
Warga (RW) 
Berbagai lembaga 
kemasyarakatan yang ada di desa 
mempunyai fungsi sebagai salah satu 
wadah organisasi kepentingan 
masyarakat setempat, termasuk untuk 
kepentingan ketahanan sosial masyarakat 
(social security), serta mampu 
menyokong daya tahan ekonomi warga 
setempat (economic survival). 
 
Sumber Penghasilan Desa 
Penyelenggaraan urusan 
pemerintah daerah yang diselenggarakan 
oleh pemerintah desa didanai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) serta dana mandiri yang 
dihimpun oleh desa. sumber pendapatan 
desa, antara lain : 
1. Pendapatan asli dari desa, antara lain, 
seperti hasil usaha desa, hasil 
kekayaan desa (contohnya seperti 
tanah kas desa, pasar desa, bangunan 
desa), hasil swadaya dan juga 
partisipasi, serta hasil gotong-royong. 
2. Bagi hasil pajak daerah 
kabupaten/kota, yang merupakan 
bagian dari dana perimbangan 
keuangan pusat serta daerah. 
3. Bantuan keuangan dari pemerintah, 
pemerintah provinsi, serta pemerintah 
kabupaten/kota, dalam rangka 
pelaksanaan urusan pemerintahan. 
4. Hibah dan juga sumbangan yang 
berasal dari pihak ketiga yang tak 
mengikat. APB Desa itu sendiri 
terdiri atas bagian pendapatan desa, 
belanja desa dan pembiayaan. 
Rancangan APB Desa dibahas 
pada musyawarah perencanaan 
pembangunan desa. Kepala desa, 
bersama dengan BPD akan menetapkan 
APB Desa setiap tahun, RAPBDesa 
ditetapkan menjadi APBDesa dengan 
peraturan desa.. 
 
Transparansi 
Transparansi seperti yang 
digunakan dalam istilah politik berarti 
keterbukaan dan pertanggung-jawaban. 
Istilah ini adalah perpanjangan metafor 
dari arti yang digunakan di dalam ilmu 
Fisika: sebuah objek transparan adalah 
objek yang bisa dilihat tembus. 
Trasparansi : berarti keterbukaan 
dalam melakukan segala kegiatan 
organisasi..dapat berupa keterbukaan 
informasi, komunikasi, bahkan dalam hal 
budgeting. Transparansi bertujuan untuk 
menghindarkan seseorang dari rasa 
curiga orang lain kepadanya, dari fitnah, 
dari persepsi negatif, dan juga 
menjauhkan dirinya dari energi korupsi.  
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Akuntabilitas 
Akuntabilitas secara harfiah 
dalam bahasa inggris biasa disebut 
dengan  accountability yang  diartikan  
sebagai  yang  dapat  
dipertanggungjawabkan.  Akuntabilitas  
(Mardiasmo, 2002) adalah kewajiban 
untuk memberikan pertanggungjawaban, 
menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan 
kegiatan yang menjadi tanggungjawab 
pengambil keputusan kepada pihak yang 
telah memberi amanah dan hak, 
kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban.  
Pelaksanaan akuntabilitas  
dilingkungan  instansi  pemerintah,  
dapat  diperhatikan prinsip-prinsip  
akuntabilitas  sebagai  berikut:  (1)  
Harus  ada  komitmen  dari  pimpinan  
dan seluruh  staf  instansi  untuk  
melakukan  pengelolaan  pelaksanaan  
misi  agar  akuntabel,  (2) Harus  
merupakan  suatu  sistem  yang  dapat  
menjamin  penggunaan  sumber-sumber  
daya secara   konsisten  dengan  
peraturan  perundang-undangan  yang  
berlaku,  (3)  Harus  dapat menunjukkan  
tingkat  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  
yang  telah  ditetapkan,  (4)  Harus 
berorientasi pada pencapaian visi dan 
misi serta hasil dan manfaat yang 
diperoleh, (5) Harus jujur,  objektif dan 
transparan.  
 
Pelaporan Keuangan  
Akuntansi merupakan aktivitas 
jasa yang berfungsi memberikan 
informasi kuantitatif mengenai kesatuan-
kesatuan ekonomi terutama yang bersifat 
keuangan yang bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan. Akuntansi 
Pemerintahan Adalah cabang akuntansi 
memproses transaksi-transaksi keuangan 
pemerintah yang menghasilkan laporan 
keuangan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN/APBD kepada rakyat melalui 
lembaga legislatif serta untuk 
kepentingan pihak-pihak yang terkait. 
 
Laporan Keuangan Desa  
Menyediakan infomasi tentang 
pertanggungjawaban keuangan desa yang 
disusun untuk  memenuhi kebutuhan 
bersama sebagian besar pemakainya, 
walau tidak menyediakan semua 
informasi yang dibutuhkan pemakai. 
Menunjukkan apa yang sdh dilakukan 
manajemen (stewardship) dan 
pertanggungjawaban atas pengelolaan 
sumber daya yang telah dipercayakan 
kepadanya. 
Karakteristik kualitatif laporan 
keuangan 
Dapat dipahami 
(Understandability). Laporan Keuangan 
harus mudah dipahami oleh para 
penggunanya dengan asumsi, para 
pemakai laporan keuangan juga 
mempunyai pengetahuan yang memadai 
mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, 
akuntansi, serta kemauan untuk 
mempelajari informasi dengan ketekunan 
yang wajar. 
Relevan (Relevance). Informasi 
dikatakan relevan apabila, 
Mempengaruhi keputusan ekonomi yang 
akan diambil oleh users, Mempunyai 
peran dalam membantu meramalkan 
(predict) dan menegaskan (confirm) atas 
sesuatu yang ingin diketahui users, 
Informasi ini bisa menyangkut kejadian 
atau kondisi dimasa lalu dan masa 
sekarang yang dapat dijadikan dasar 
untuk memprediksi kejadian dimana 
yang akan datang. 
Materialitas (Materiality). Suatu 
informasi dikatakan material apabila 
Kalalaian atau kesalahan dalam 
mengungkapkan informasi tsb akan dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi yang 
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akan diambil oleh users Materialitas 
merupakan suatu ambang batas atau titik 
pemisah dalam menilai apakah suatu 
informasi itu dapat diabaikan atau harus 
diungkapkan. 
Keandalan (Reliability). 
Informasi dikatakan reliable apabila 
bebas dari kesalahan yang material, 
bebas dari pengertian yang menyesatkan 
serta  disajikan sesuai dengan fakta 
(didukung dengan bukti yang valid) 
Penyajian yang Jujur (Faithful 
Presentation). Informasi keuangan harus 
menggambarkan secara jujur transaksi 
serta peristiwa lainnya yang seharusnya 
disajikan atau yang secara wajar dapat 
diharapkan untuk disajikan 
Netralitas (Neutrality). Informasi 
keuangan diarahkan pada kebutuhan 
umum pemakai, dan tidak bergantung 
kepada kebutuhan dan keinginan pihak 
tertentu., Tidak boleh ada upaya untuk 
menyajikan informasi yang akan 
menguntungkan salah satu pihak dan 
merugikan pihak lain yang berlawanan., 
Informasi harus disajikan secara objektif 
dan bebas dari bias 
Kelengkapan (Completeness). 
Laparan keuangan harus memenuhi 
standard pengungkapan yang memadai. 
Dapat Dibandingkan (Comparability). 
Laporan Keuangan harus bisa 
dikomparasikan dengan laporan 
keuangan perusahaan laian atau dengan 
periode yang berbeda.
 
Tabel 1 
Laporan Keuangan Desa 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA 
TAHUN ANGGARAN 
Uraianan Anggaran Realisasi Selisih 
I. Pendapatan 
A. Pendapatan Asli Desa 
1. Hasil Usaha 
2. Swadaya Partisipasi & Gotong Royong 
3. Lain-lain  Pendapatan asli desa yang sah  
Total 
B. Pendapatan Tranfer 
1. Dana Desa 
2. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi 
Kabupaten/Kota 
3. Alokasi Dana Desa 
4. Bantuan Provinsi 
5. Bantuan Kabupaten Kotan 
Total 
C. Pendapatan Lain-lain 
1. Hibah Sumbangan dari Pihak Ketiga yang 
Tidak Mengikat 
2. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 
Total 
  
 
 
 
Jumlah Pendapatan Desa    
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Uraian Anggaran Realisasi Selisih 
II. Belanja 
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
1. Penghasilan Tetap & tunjangan 
- Belanja Pegawai 
Total 
2. Operational Perkantoran 
- Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Modal 
Total 
3. Operational BPD 
- Belanja Barang & Jasa 
Total  
4. Operational RT & RW 
- Belanja Barang & Jasa 
Total  
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
1. Perbaikan Saluran Irigasi 
- Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Modal 
Total 
2. Pengaspalan Jalan Desa 
- Belanja Barang & Jasa 
- Belanja Modal 
Total 
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman & 
Ketertiban 
- Belanja Barang & Jasa 
Total 
D. Bidang Pemeberdayaan Masyarakat 
1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa & 
Perangkat Desa 
- Belanja Barang & Jasa 
Total 
E. Bidang Tak terduga 
1. Kegiatan Kejadian Luar Biasa 
- Belanja Barang dan Jasa 
Total  
 
   
Jumlah Belanja A+B+C+D+E    
SURPLUS/DEDISIT (I-II)    
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Uraianan Anggaran Realisasi Selisih 
III Pembiayaan 
A. Penerimaan Pembiayaan 
1. SILPA 
2. Pencairan Dana Cadangan 
3. Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan 
Total 
B. Pengeluarann Pembiayaan 
1. Pembentukan Dana Cadangan 
2. Penyertaan Modal Desa 
Total 
 
 
   
PEMBIYAAN NETTO 
(Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran 
Pembiayaan) 
   
SILPA Tahun Berjalan 
(Selisih antara Surplus/Defisit dengan 
Pembiayaan Netto) 
   
Sumber : Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI –KASP 2015 
 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan metode 
deskriptif analisis yaitu melakukan 
penelitian dengan melukiskan secara 
sitematis fakta atau karakteristik tertentu 
secara aktual dan cermat.(M. Iqbal 
Hasan, 2002). 
Metode penelitian ini 
menggunakan pendekatan normatif 
dengan teknik pengumpulan data melalui 
penelusuran dokumen-dokumen yang 
terkait, antara lain melalui studi referensi 
atau kepustakaan, baik dari buku, jurnal 
dan artikel, maupun media internet yang 
kemudian diolah kembali berdasarkan 
pengetahuan dan pengalaman peneliti. 
 
PEMBAHASAN 
Laporan Keuangan Desa 
Pengertian Keuangan Desa 
menurut UU Desa adalah semua hak dan 
kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
Desa. Hak dan kewajiban tersebut 
menimbulkan pendapatan, belanja, 
pembiayaan. 
Laporan keuangan merupakan 
hasil akhir dari sebuah proses panjang 
dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban kepada publik, 
sehingga laporan keuangan yang disusun 
oleh pemerintahan desa memiliki fungsi 
sebagai media pertanggungjawaban yang 
merepresentasikan transparansi terhadap 
publik. 
Berikut ini merupakan gambar 
sebuah proses dalam menyusunan 
laporan keuangan desa. 
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Perencanan
pelaksanaan
Penatausahaan
Pelaporan
Pertangungjawan
PenganggaranSiklus Pengelolaan 
Keuangan Desa
 
 
Gambar 2.  Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 
 
Perencanaan adalah suatu proses 
menerima masukan-masukan dan hal-hal 
penting yang akann dituangkan dalam 
anggaran pendapatan dan belanja desa 
(APB-Desa). Dalam proses perencanaan 
melibatkan unsur-unsur masyarakata 
yang diwakili oleh Badan Pemusyawatan 
Desa serta unsur-unsur lain. Dengan asas 
partisipasi, keterbukaan dan kesamaan 
visi. Dan misi. Dari hasil hasil 
permusyawarahan (Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa ) ini akan 
ditetapkan lewat keputusan kepala desa 
menjadi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 
APB-Desa ini yang akan menjadi 
patokan dalam pelaksanaan 
pembangunan desa dalam satu tahun 
kedepan. 
 
Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Desa melibatkan kepala seksi 
dan perangkat desa untuk menyusun 
Rencana Anggran Belanja, memfasilitasi 
proses pengadaan barang dan jasa, 
mengelola pelaksanaan pekerjaan terkait 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
APB desa, serta memberikan masukan 
terkait perubahan APB-desa.  
 
Penatausahaan Keungan Desa 
dilakukan oleh bendara desa yang harus 
melakukan pencatatan atas  penerimaan 
dan pengeluaran yang harus 
dipertanggungjawabkan kepada kepala 
desa setiap akhir bulan, dengan 
menggunakan buku kas umum, buku kas 
pembantu dan buku bank, yang 
pencatatan tersebut harus didukung 
dengan bukti-bukti yang valid.  
 
 
Pelaporan dan Pertanggung 
jawaban 
Pelaporan merupakan proses 
pemberian informasi yang transparan 
mengenai kegiatan yang telah dilakukan 
dalam periode tersebut, dalam akhir 
tahun anggaran, kepala desa harus 
melaporkan APB-Desa kepada Bupati-
Walikota melalui Camat dan Badan 
Pemusyawarahan Desa. Laporan ini 
merupakan pertanggungjawaban kepala 
desa kepada Bupati/Walikota serta 
masyarakat yang diwakili oleh badan 
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permusyawatan masyarakat desa. 
Laporan tersebut bersisikan tentang 
Sumber Pendapatan Desa, Belanja Desa, 
Pendanaan desa serta realisasi-
realisasinya. 
 
 
Tabel 2 
APBDes Desa Sukajaya 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA SUKAJAYA 
Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi 
TAHUN ANGGARAN 2017 
 
Uraian Jumlah % 
I. Pendapatan  
a. Pendapatan Asli Desa 
- Hasil Usaha 
- Swadaya Pertisipasi & Gotong Royong 
- Lain-lain  Pendapatan asli desa yang sah  
 
 
 
18.000.000 
 
 
1 
Total 18.000.000 1 
b. Pendapatan Transfer 
- Dana Desa 
- Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Kabupaten 
- Alokasi Dana Desa 
- Bantuan Provinsi 
- Bantuan Kabupaten  
 
833.280.028 
98.953.293 
512.764.547 
165.000.000 
100.000.000 
 
48.23 
5.74 
29.68 
9.56 
5.79 
Total 1.709.997.8
68 
99 
c. Pendapatan Lain-lain 
- Hibah Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak 
Mengikat 
- Lain-lain pendapatan desa yang sah. 
 
  
Total   
Jumlah Pendapatan Desa 1.727.997.8
68 
100 
 
 
Uraian Jumlah % 
II. Belanja 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemeberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Tak terduga 
 
657.597.483 
783.296.020. 
127.397.181 
252.184.008 
13.156.740 
 
35.86 
42.72 
6.95 
13.75 
0.72 
Jumlah Belanja A+B+C+D+E 1.833.631.432 100 
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SURPLUS/DEDISIT (I-II) (105.633.564)  
 
Uraianan Realisasi % 
III Pembiayaan 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluarann Pembiayaan 
 
 
44.366.436 
150.000.000 
 
PEMBIYAAN NETTO 
(Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan) 
105.633.564  
SILPA Tahun Berjalan 
(Selisih antara Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Netto) 
-  
Sumber : diolah dari APBDesa Sukajaya 
 
  
Transparansi Laporan Keuangan 
Desa 
Untuk mencerminkan 
transparansi laporan keuangan desa  
masyarakat dilibatkan dari awal 
pembuatan Anggaran pendapatan belanja 
desa melalui badan pemusyawatan desa 
dan unsur lain dalam masyarakat, 
sehingga masyarakat diberikan 
kebebasan untuk memberikan masukan-
masukan penting dalam pembangunan 
yang akan dirasakan oleh masyarakat 
desa, serta menerima laporan 
pertanggung jawaban atas tercapainya 
pembangunan, masyarakat tidak hanya 
menerima laporan dalam bentuk 
deskription laporan melalui media di 
balai desa tetapi masyarakat juga bisa 
langsung merasakan secara fisik 
pembangunan yang dilaksanakan oleh 
pemerintahan desa, masyarakat  bisa  
menelusuri kebukti fisiknya karena di 
dukung dengan buku besar dan buku 
besar pembantunya. 
 
Akuntabilitas Laporan Keuangann 
Desa 
Akuntabilitas keuangan desa di 
cerminkan dalam pertanggungjawaban 
kepala desa kepada Bupati atau walikota 
serta kapada masyarakat yang diwakili 
oleh BPMD, setiap periode dan 
pertengahan periode, laporan ini 
digunakan untuk menilai kinerja 
pemeritahan desa atas dana yang telah 
disalurkan untuk pembangunan serta 
keluaran dalam bentuk pembangunan 
fisik yang dirasakan oleh masyarakat 
desa. Laporan pertangungjawaban ini 
menyangkut angggaran pendapatan dan 
belanja desa  serta realisasi anggaran 
pendapatan dan belanja.  
 
KESIMPULAN 
Laporan keuangan pemerintahan 
desa tidak bisa dipisahkan dari kinerja 
aparat pemerintahan desa yang 
pertanggungjawaban selama satu peiode, 
laporan keuangan merupakan rekam 
jejak singkat dari kinerja yang telah 
dilakukan. Baik buruknya manajemen 
akan dicerminkan dalam sebuah laporan 
pertanggungjawaban.  
Laporan keuangan pemerintahan 
desa merupakan alat 
pertanggungjawaban kepala desa dalam 
satu periode kepemimpinannya, laporan 
pertanggungjawaban yang kredibel dan 
bermakna harus bisa diperbandingkan 
dengan laporan keuangan yang sama 
dengan desa lain atau dengan beberapa 
periode sebelumnya, maupun dengan 
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anggarannya. Untuk memudahkan 
membaca laporan keuangan sebaiknya 
laporan keuangan disandingkan dengan 
analisisnya guna menilai perkembangan 
pembangunan yang sedang dijalankan.  
Agar laporan keuangan memiliki 
transparansi yang baik, pemerintahan 
desa hatus membuka akses informasi 
yang mudah bagi masyarakat umum 
dengan cara memberikan laporan secara 
berkala melalui media yang tersedia di 
bale desa, sehingga masyarakat, lembaga 
swadaya masyarakat maupun umum bisa 
dengan mudah melihat sekaligus 
melakukan analisa terhadap 
perkembangannya.  
Laporan pertanggungjawan 
kepala desa tidak hanya tercermin dalam 
tranparansi laporan keuangan tetapi bisa 
dirasakan dalam bentuk pembangunan 
fisik yang menghasilkan out come yang 
baik yaitu dalam bentuk pembangunan 
infrastruktur, pembinaan sosial 
kemasyarakatan sehingga  tarap hidup 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 
desa meningkat. 
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